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ABSTRAK

Fiona Khairani (05193097), Program Stodi [mo Administrasi Nepara.
Fakultas Hmu Sosial dan Ume Politik, Universitas Andalas, Padang. Pembimbing 1,
Dirs. Yoserizal, Most dan Pembimbingz 11 Desna Aromatica, S AP, MLATP Judul
shripsi “Kinerjn Perusahaan Dacrabh Air Minom Kota Padang Dalam Upayva
Peningkatan Pelayanan Publik™,

PDAM Kota Padang adalah peresahaan dacrab milik pemcrintah vang berfungsi
dalam penvedinan dan pelavanan air bersih kepada masvarakat. pengelolaan Kinena
PDAM kota podang vang diswase fangsung olch walikomm sampm saat ind belum
mempearlihatkan hasil pelavanan vang maksimal Hal e terbukt dan wareet capaisn
Midtermium Development Crogds (MDG ) vaiio untuk tabun 20015 cakopan pelavanan
PDAM zudah mencapai 0% baoi masvarskat perkataan dan 60% unink pedesaan,
Sedangkan PRAM Kota Padone bamn mencapar 66% untuk witavah perkotaan dan 50%
untuk wilavah pedesaan. Disamping 1tu, fingkat kehilangan air masih tingei, rendabnea
farif tak mampu  menueiep bava operasional.  dan mnggakan pelanggan sangat
berpengaruh terhadap kinerja PDAM. apalags PDAM saat imi masith memilikt hutang
kepada nepara sehesar 83,6 nuluae

Tuguan dilakukan penchiian e adalah untik mendesknpsikan dan menganalisa
foktor vang mempengaruby Kinena perusahaan dacrali aur rinum kota Padang dalam
upaya penngkatan pelavanan publik Pada penclinan ini teort yang digunakan adalah
teor vang mempengaruhi kinerja vane dikemukakan oleh Porter. Boliaw mengemukakan
heherppa faktor svang berperan penting dalam mempengaruhi kinerga perusahaan dacrah,
vakni sumber dava manusia. sumber dava fisik, sumber dova modal, sarpna dan
prasamana. Peochitian tentanp kimenn PDAM Kota Padang dalam wpava peningkatan
pelavanan publik i mengeunakan pendekatan kualitanf

Dari hasil penelittan dapat disimpulkan, pertama, sumber dayva manusia
sudah bagus. Kedua, sumber dava fsik dan seg kuantitas telah mampu
mencukupl kebutuhan PDAM dan dan segi kualitas sudah sangzat bagus. Ketiga,
sumber dava modal masth sangat kurang atau terbatas jaub dari target yang
ditetapkan dan keempat, sarana dan prasarana dan sesi pengolahan air bersh
masih sangat mimim dan Berkealitas rendah Dengan demikian kinerja PDAM
Kota Padang dinilai buruk diakibatkan oleh keterbatasan modal alae anggaran
perusahaan sehmngoa berdampak pada penvediaan dan pemulihan sarana dan
prasarana yvang dibutubkan PDAM untuk pelayvanan air bersih pada masyarakat

kata Kunci: Kinerja, Air Bersih, Pelavanan Publik
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Setelah tumbangnya rezim orde baru dan berganti dengan era reformasi
maka beralth pula pola dan sistem pemerintahan di Indonesia dan bersifat tep-
comnr sentralistik menjadi Aetdomr-np desentralistik. Pergeseran mekamsme dan
fop-deawnn ke bottom-np mempengaruhi arah kebijaksanaan  program
pembangunan, yang kemudian bergeser dart pembangunan sektor nasional
menjadi pembangunan dagrah’

Dikelparkannva Undang-Undang No. 22 tahun 1999 vang direvisi dengan
Undang-Undang No 32 Tzhun 2004 tentanz pemerintahan dacrah, memberikan
kesempatan  wvang  seluas-luasnya  kepada  daerah  entok  melaksanakan
pemerintzhan secara lebih otonom dan merancang bangun pemermtaban daerah
Undang-undang 16 memberikan  kewenangan  vang  luss. nvata  dan
bertangeungjawah kepada daerah secara proporsional’. Hal i diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber dava nasional serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Titik beral otonom dagrah pada daerab kabupaten / kota dimaksudkan
untuk mendekatkan pelayanan kepada masvarakat, mendewasakan politik rakyat
{democratization  process),  dan  memberikan  kelelussaan  bagi  daerah
kabupaten‘kota untuk mengatur rumah tangganya sendin sesuar dengan kondisi,

potenst dan keanekaragaman wilavahnya

Randy B, Wrhatnolo don Bl Mugroho T Wesafeons Pembangrnmy fndonesia: Sehroh
Pengarior dan Panducn, (lakaria: 20060 Hal 28
“Undang-Undnng Mo 32 Tahun 20644



Desentralisasi menjelmakan  otonomi  masyarakat setempat  untuk
memecahkan berbagai masalah dan pemberian lavenan yang hersifat lokalitas
demi kesejahteraan masyarakat bersangkutan Otonomi daerah dibenkan pada
masyarakat bukan pada daerah atau pemerintah daerah

D4 satu sisi otonomi daerah adalah peluang bag daerah untuk mengatur
dirinya sendiri. Namun disisi lan ketika berhubungan dengan pemerintahan vang
baik atau pood governance, menunjukkan pada upaya memperbaiki  dan
meningkatkan proses manajemen  pemerntaban selingoa  kmnerjanya  dalam
memberikan pelavanan kepada masvarakat lebnh profesional, ekonormis dan
clektl

Pelavanan publik wvang berkualitas adalah salah satw  pilar untuk
mewujudkan  berubahnva  penvelengzarazn  pemerintah wvang  berpijak  pada
peninakatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah seharusnyva menyadar bahwa
masyarakal telah menyerahkan mandat atau wewenang kepada pemenntah untuk
memberikan keteraturan pelavanan publik. Para pejabat publik mempunyai
tanggung jawab moral dalam mengatur dan memimpin kehidupan bangsa dan
negara terhadap publik vang telah memberikan kepercavaan terhadap mereka ©

Regiatan apa pun yang dilakukan para pejabat dalam berbagai lembaga
muaranva adalah untuk kepentingan publik, baik yang sifatnva langsung maupun
tidak langsung, harus didasarkan pada atau sesuai demgan kepentingan publik itu
sendirl. Salah satu dimensi kepentingan publik adalah kepastian memperoleh

pelayanan jasa publik (public service) dan lavanan sipil (ol service) yang cepat,

* Momng Sitorus. Pelavaran Pablik, Svarar Bwokrasi Berkimena Tinggr:Kompas 13 September:
2007
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tepat, adil, dan terjangkau dari penyelengeara negara sebagaimana diamanatkan
dalam UUD 1945° Publik mempunyar hak umuk melakukan pengawasan
terhadap setiap perbuatan vang dilakukan pejabat publik  Publik  berhak
memberikan penilaian apakah perbuatan dan peritaku pejabat publik benar atau
salah Publik berhak menilai apakah kesemangan antara pelayanan vang diberikan
atau dibarapkan publik dengan pelayanan vang dirasakan oleh penerima layanan
telah sesuai atan belum.

Berdasarkan hal di atas, salah satu lembaga publik vang penggelolaannya
diserahkan pada pemerintah daerah yaitu BUMD Usaha dan kegiatan ekonomi
yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) telah berjalan sejak
fama BUMD dibentuk berdasarkan UU Mo Tahun 1962 temtang perusahaan
daerah, wang diperkuat olch UL Noo 5 Tabun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di dacrah,

BUMD berdasarkan kategori dan sasarannya  dapar  dibedakan dua
golongan, vaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentimgan umum  dan
perusahaan dacrah untuk fujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PAD
BUMD juga bergerak dalam berbagar bidang usaha, yaitu jesa kevangan dan
perbankan (BPD} dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan
usaha produktil’ lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-
perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain

Dialam rangka pengadaan, pengelolaan dan pengembangan air bersih maka
pemerintah telah membentuk badan usaha yang dikenal dengan nama Perusahaan

Daerah Air Minum (PRDAM). PDAM im pengelolaannya diserahkan sepenubnya
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kepada Pemerintah Daerah Tingkat 11 di masing-masing daerah. PDAM
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelavan publik

Jenis-jemis pelayanan publik dapat digolongkan atas lima yaitu, ([}
pelavanan pemerintahan yaitu berkaitan dengan tugas-tugas wmum pemenintah,
(2} pelavanan pembangunan vaitu jenis pelayvanan masyarakat vang terkait dengan
penvediaan sarana dan prasarana kepada masyarakat, (3) pelayanan utilitas yaitu
persediaan bistrik, air bersih, telp, (4) pelayanan sandang pangan papan yaitu
pelavanan yang difokuskan pada penvediaan kebutuhan masyarakat, dan (3)
pelavanan masvarakat vaitu jenis pelavanan yang dilihat pada sifat  dan
kepentingan kegiatan krusial masyarakat ” Jadi PDAM sebagai perusahaan jasa
vang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih digolongkan kedalam jenis
pelavanan utilitas.

Perusahaan Dacrah Air Minum kota Padang scbagai Badan Usaha Milk
Daerah (BUMD) Kota Padang adalah suatu kelengkapan Otonomi daerzh sebagai
mana dimaksod dalam Perda Kota Padang No.O3/PLVI974, tentang pendirian
PDAM Kota Padang, maka tugas pokok PRDAM adalah bergerak dibidang Jasa
Pengelolaan Air Minum untuk mengembangkan perekonomian dan PAD dengan
pelavanan air minem kepada masyvarakal secara merata, tertib dan teratur dalam
rangka meningkatkan kescjahteraan masyarakat yvang mencakup aspek sosial,
keschatan dan pelayvanan uwmum

Era otonomi daerah memberikan peluang bam PDDAM dengzan posisi vang
semakin kuat Secara hukum keberadaan PDAM diatur oleh Undang-Undang

Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber dava Air. Dalam aturan o disebutkan

S May Yulnita, Jems-deals Pelquanan Pubifik. Pokok-pokok pikican disampaikan dalam mma
kuligh Manapemen Pelpvanan Publitk Mahusiswa Administirasi Negaen FISIP UIWAND, 24 April
Mg
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PENLUTUP

6.1 Kesimpulan

PDAM Kote Padang merupakan salah satu perusahzan daerah vang
bertugas melayvan kebutuhan masvarakat dalam hal penyediaan air bersih. namuen
kenyataannya bahwa PDAM Kota Padang masih belum mampu melayani selunah
kebutuhan masyarakat di kota Padang akan air bersth, Program kerja vang telah
disusun oleh PDAM Kota Padang dalam penvedisan air bersih baru terealisasi
#6% untuk wilavah perkotaan dan 50% untuk wilavah pedesaan padahal target
MDGs vaitu 30% sampai tahun 2015 Hal ini memunculkan opini publik babwa
kinerja PIXAM Kota Padang sampai saat im masih terzolong buruk.

Hasil temuan dilapangan memperlihatkan hahwa kinerja PDAM Kota
Padang dalam peningkatan pelavanan publik jika dilihat dan 4 faktor vang
mempengaruhi kinerja, memang dapat digolongkan masih buruk

Faktor pertama dilihat dar: aspek sumber dayva manusia, sumber dava
manusia yvanz dimiliki PDAM Kota Padang jika dilihat dan segi jumlah
perbandingan antara jumlah staf’ dengan beban kerja sampar kepada keahhan atan
latar belakang pendeadikan dari staf sudah batk. Karena setiap para calon stat’ atau
karvawan untuk dapat bekera i PDAM Kota Padang ini harus melewati seleks
vang sangal ketat, dan ditempatkan berdasarkan keahlian imasing-masing, sra
dibekali dengan pelatihan budava atau etika kerja vang harms dipatuhi

Faktor vang kedua dilibat dari aspek sumber daya fisik, sumber dava fisik
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